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PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN ’
" NOMOR 8 TAHUN 2019 g

L TENTANG S ; S
: PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
: ~ BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA e g
WALI KOTA BALIKPAPAN

3 Memmbang i "',a.‘ bahwa dalam rangka menmgkatkan kmerja Badan' N
PRl ~ Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah

‘Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan;" SENES

: yang berkualitas, aman, terjlangkau, ‘merata, efektif dan-
. efisien kepada masyarakat perlu dldukung ketersediaan
~.~pegawa1 yang memadai baik -dari seg1 Jumlah “Jjenis

- maupun kompetensinya; :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud/

~dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota |
. tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawa1 Negeri |

- Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah- Un1t Pelaksana
Teknls Daerah Dinas Kesehatan; S

Mengingat. =~ @ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
.. Indonesia Tahun 1945; : :
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan B
- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang :
' Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai
-~ Undang-Undang (Lembaran Negara - Republik Indonesia
- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangﬂfi :
- . Pemerintahan Daerah- (Lembaran " Negara ‘Republik * |

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan,Lembaran :
. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

.~ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
. “Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

e e hn e ~ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- - . . Pemerintahan- Daerah (Lembaran Negara 'Republik
Vo .~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
[ ‘ el ,Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679), . v ‘




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

. PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
~ LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA T EKNIS DAERAH
B DINAS KESEHATAN :

'BABI =
KETENTUAN UMUM

Pasall 7

Dalam Peraturan Wah Kota 1n1 yang dlmaksud d'engan

1.

e

10,

Daerah adalah Kota Bahkpapan
Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ba_hkpapan

. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan

‘Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

dalam ‘memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

a ,ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

‘UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis d1 hngkungan Dinas
Kesehatan yang menerapkan BLUD. ‘

Pemimpin Badan - Layanan Umum Daerah yang selanjutnya d1sebut

.. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di 11ngkungan Dinas Kesehatan yang
‘menerapkan BLUD. ‘ ‘

‘Pegawai Non: Pegawa1 Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non

‘PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang

d1pekerjakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menerima imbalan

.dalam bentuk lain.
Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang B

dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD. a
Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dlnyatakan dalam ‘

bentuk uang sebaga1 imbalan dar1 BLUD yang dltetapkan

Pasal 2.

Pedoman pengelolaan Pegawai Non .PNS dalam Peraturan Wah Kota 1n1 "
diperuntukan bagi UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.

| BABI -
" FORMASI PEGAWAI NON PNS

Baglan Kesatu B
- Umum




- Bagian Ketiga
- Pendaftaran dan Seleksi
SR e ; Pasal 7.~ U e .
(1) Setlap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempat1 Forma31
Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan mehputl
oa Warga Negara Indone31a, : :
" b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar
“c. pendidikan sesuai formasi kebutuhan; ~ |
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan‘ B
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
- karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; SRR
e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permlntaan sendm
| . atau tidak’ dengan hormat sebagai pegawai; , ~ SRR S
f. tidak- berkedudukan sebaga1 calon pegawa1 negeri 31p11 atau pegawa1
* negeri sipil; |
~+ g .mempunyai sertlflkat kecakapan, keahhan dan keterampllan yang
. diperlukan; ERE B e T -
h. berkelakuan baik;
: ~ i. sehat jasmani dan rohani; f
. j. bersedia dltempatkan di setiap unit kelj]a pada BLUD UPTD Dmas
A ‘Kesehatan sesuai dengan formasi yang dltentukan oleh’ plmplnan BLUD
- dan 8
o k syarat lain yang dltentukan dalam persyaratan Jabatan B
(2) Pendaftaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
' langsung dan/atau mengirim berkas lamaran yang dltujukan kepada
Pem1mp1n BLUD.
(3) Panltla seleksi melakukan VCI‘lﬁkaSI terhadap pcmenuhan persyaratan '
yang dlsampalkan oleh pelamar

e Pasal 8

(1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi ‘administrasi, uji tulis,

, selek31 uji keterampllan dan wawancara oleh panitia seleksi.

(2) Uji keterampllan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan bag1
~calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompetens1 tertentu untuk
melakukan pekerjaan

: : Pasal 9
(1) Pemlmpm BLUD menetapkan dan mengumumkan has11 selek31 bag1 ]
- pelamar yang dinyatakan lulus. SN
(2) Pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media
1nforma81 yang ada di BLUD, medla sosial, emall peserta dan media
: elektromk Iamnya ; ‘ _
: (3) Pengumuman sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) pallng Sedlklt bens1 ‘
‘a. informasi tempat melapor g TR
b. jadwal melapor dan '
c. batas waktu untuk melapor




o
@

S . BABIV .
KEDUDUKAN DAN STATUS

Ly I TR Pasal 13 L5 T B
Pegawa1 Non PNS berkedudukan sebagal Pegawal Non PNS BLUD UPTD

_:Dmas Kesehatan. e |
Pegawai Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mempunyal” I

L status sebagal Pegawa1 Kontrak

e

s "BABV
MASA PERCOBAAN PENUGASAN DAN PEMBINAAN S

Pasal 14

Pelamar yang telah dlnyatakan lulus dan dltenma berdasarkan selek31 e o

- ;d1tetapkan sebaga1 Calon Pegawai Non PNS Wajlb menjalanl masa

ﬂpercobaan pahng lama 1 (satu) bulan.

@
¥ ‘Pegawal Non PNS dan BLUD _dapat mengakhlrl hubungan kelja setlap_' |

“‘Selama masa percobaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Calon

St saat tanpa kompensa31 apapun

Pasal 15

Pembmaan dan Penllalan Kerja Pegawa1 Non PNS dalam melaksanakan'

f tugas pada un1t pelayanan yang dltunjuk dltetapkan dengan Keputusan_'*; :

Gt Pemlmpln BLUD

menjadl tanggung jawab Pemlmpm BLUD yang dllaksanakan olehf B

Pembmaan Pegawa1 Non PNS sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) y

: pejabat kepegawalan ‘ , :
Pembmaan Pegawa1 Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan e

o ayat (2) mellputl

i a pendldlkan dan lauhan yang berkaltan dengan tugas dan fungsmya d1 %

hngkungan Daerah; dan

i b pembenan penghargaan dan sank31

| (4)

Ketentuan 1eb1h lanJut mengena1 pemberlan penghargaan dan sanks1

2 \sebagalmana “dimaksud pada ayat (3) huruf b dltetapkan dengan :

L Keputusan Pemlmpm BLUD




; : -~ BAB VI ~
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian
Pasal 16 -

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas

' dan /atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

’Pegawal Non PNS d1berhent1kan

‘a. dengan hormat:

R

B R

. telah mencapai batas usia pensiun;

perjanjian kerja (kontrak) tidak diperpanjang;
m’engundvurkan diri;

rhemnggal dunia; dan : A
dalam masa percobaan tidak menunjukkan kmelja sesuai kuahﬁkas1
yang d1tentukan ' |

'b. dengan tidak hormat:

1.
2.

memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
mabuk menggunakan narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar
hngkungan kerja;

. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan

kerja;

. melakukan tindak pidana; |
. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau

‘mengancam atasan dan/atau keluarganya, teman sekexja di dalam

~ dan/atau di luar lingkungan kerja;

. membujuk atasan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan

sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan

dalam keadaaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD;
mencemarkan nama baik atasan, teman kerja dan BLUD;

menerima  suap, komisi hadiah atau gratifikasi, dan/ atau

: menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak

’ 1a1n,

10.

mangkir selama S5 (hma) hari kelj]a berturut-turut tanpa keterangan:k
resmi secara tcrtuhs dan telah dipanggil secara tertulis oleh pejabat

kepegawajan 2 (dua) kali secara patut; dan




11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD untuk usaha
lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja
~ tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
BAB VII
MASA KERJA
 Pasal 18

Masa kexj]a Pegawa1 Non PNS diatur berdasarkan per_lanjlan kelja dengan

: SlStem kontrak

BAB VIII
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 19

' Batas usia pens1un Pegawai Non PNS pada BLUD, sebaga1 benkut

a fungsmnal ‘berusia 60 (enam puluh) tahun; dan

~ b.non fungsm_nal, berusxa 58 (lima puluh delapan) tahun.

 BABIX
PEMBIAYAAN

. Pasal 20 , ;
 Pembiayaan belanja untuk Gaji/Upah, honorarium atau sebutan lainnya
- Pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X
"~ PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

: Pasal 21
(1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendahan terhadap
| Pegawai Non PNS, meliputi: :
a. formasi; :
'b. penerimaan;
c. seleksi; dan
d. pemberian sanksi. : :
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM. :
(3) Pemimpin BLUD = melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
Peraturan Wali Kota ini dan berkoordma& dengan BKPSDM dan Baglan
Orgamsa31 Sekretanat Daerah. , :

. BAB XI
- KETENTUAN PERALIHAN




 WALI KOTA BALIKPAPAN =

- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

i PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

'BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN , ! i

~ Menimbang  :

i :“ Menglngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

bahwa dalam rangka menmgkatkan k1nerja ‘Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah |
. Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan el
- yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan
- efisien. kepada masyarakat, perlu dldukung ketersediaan |
- pegawai yang memadai baik dan segl Jumlah Jenls‘ b
- maupun kompetensinya; sl
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dlmaksud e
- dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota | =
- tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri -~ | =
~~ Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana B
' Tekms Daerah Dinas Kesehatan,

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk : |

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penatapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19353 tentang

. Pembentukan Daerah Tlngkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara i

_Republik Indonesia Nomor 1820); o
- 3. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang‘

' Pemerintahan Daerah (Lembaran ' Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran |

~ Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana

" telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua |

~ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
~Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Nomor 567 9), ‘




| MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

3.
4

10,

 PEGAWAI. NON PEGAWAI NEGERI SIPIL - PADA ' BADAN
el LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
e ‘VVDINAS KESEHATAN '

 BABI
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

g e Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dimaksud dengan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. ~ |

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ballkpapan , SNt
':!Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manu31a yang S
-,selanjutnya “disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawalan dan ¢

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat BLUD adalah G
'81stem yang ‘diterapkan oleh un1t pelaksana teknis dlnas/ badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai |
{ﬂeks1b111tas dalam pola pengelolaan keuangan sebaga1 pengecuahan dan St
‘. ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. ! ~ " ‘
‘Umt Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya dlsebut‘t .
"',UPI‘D Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Tekms di 11ngkungan Dlnas -
Z?'Kesehatan yang menerapkan BLUD. ‘

Pemlmpm ‘Badan Layanan - Umum Daerah yang selanjutnya dlsebut ‘
- Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di llngkungan Dmas Kesehatan yang
: menerapkan BLUD. ‘ ‘
. 'Pegawau ‘Non Pegawal Negen Slpll yang selanjutnya dlsebut Pegawa1 Non‘-g
~ PNS adalah ‘pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Slpﬂ yang i
‘ fdlpekeljakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menenma 1mba1an o

_ dalam bentuk lain. o ,
o \Formas1 Pegawa1 adalah kebutuhan tenaga dalam Jumlah tertentu yang' b
¥ 'dlbutuhkan untuk mendukung penyelesalan tugas BLUD. i St
Gaji adalah ‘hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dlnyatakan dalam'

bentuk uang sebaga1 imbalan dan BLUD yang dltetapkan

PasaIZ

f',::Pedoman pengelolaan Pegawa1 Non PNS dalam Peraturan Wah Kota 1n1; .

o . d1p eruntukan bagl UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.

: _BABII
FORMASI PEGAWAI NON PNS

: j Baglan Kf:satu
- Umum




Pasal3

(1) BLUD UPTD Dlnas Kesehatan melaksanakan forma31 penenmaan dan

seleksi Pegawa1 Non PNS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas‘ '

: dan fungsi BLUD. o L
(2) Pelaksanaan pengadaan Pegawa1 Non PNS harus terleblh dahulu o

S mendapat persetujuan formasi dari Dinas Kesehatan dan BKPSDM aky
~ (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat

, (1) dlsusun dengan mempertimbangkan: - v :
e a. jenis dan 31fat pelayanan yang diberikan;

G b sarana dan prasarana yang tersedia; dan

' c. uraian dan peta jabatan (analisis beban kerja).

Bagian Kedua
TPengadaan
P > F B Pasa14 :
. ﬂ'(l) Pengadaan Pegawa1 Non PN S d11akukan melalul tahap
- a. perencanaan; : ‘ ~

~ b. pengumuman lowongan,

c.-gpelamaran, ’

~,"~,d.‘seleks1 T

e pengumuman hasil selek31

- f. masa percobaan; dan

S8 pengangkatan

(2 Pengadaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d11aksanakan oleh pan1t1an -
- ~ seleksi yang dlangkat dan diberhentikan oleh Pemlmpln BLUD.

(3) Tugas pamtla seleksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) mehpu‘u
menyiapkan bahan ujian; 2 S
menentukan pedoman pemerlksaan dan pen1la1an seleks1
;menentukan tempat dan jadwal seleks1 '
..menyelenggarakan seleksi; dan
;jmemenksa dan menentukan hasﬂ ujlan

omo P‘«P

‘ FE Ere , PasalS f ,
(1) Perencanaan kebutuhan Pegawa1 Non PNS dlsesualkan dengan kebutuhan
i BLUD UPTD Dinas Kesehatan o
2 Kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

- dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis ‘beban kerja yang .

fdllakukan masmg masmg umt pelayanan BLUD UPI‘D Dlnas Kesehatan

sk 5 ~ Pasal 6 : : -
oy Pengumuman lowongan: Formasi Pegawai Non PNS dﬂakukan secara |
- terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi. - o i

,,(2) Pengumuman - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan pa11ng .

. lambat 15 (llma belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
_(3) Dalam pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tertuang
a. jumlah dan jenis lowongan jabatan; «

b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh sctxap pelamar, '

c. alamat dan tempat lamaran d1tuJukan dan L

d. batas waktu penga_luan lamaran ‘




Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Seleksi
: Pasal 7 :
(1) Setiap- pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempat1 Formasi
Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia; |
'b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar
c. pendidikan sesuai formasi kebutuhan;
_d. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan(
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
 karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri
, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai; |
" f tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negen 31p11 atau pegawai
- negeri 31p11 '
g. mempunya1 sertifikat, kecakapan, keahhan dan keterampllan yang\
, dlperlukan, ,
h. berkelakuan baik;
i. sehat jasmani dan rohani; |
j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada BLUD UPTD Dinas
'Kesehatan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD;
dan : ’
k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d11akukan secara

langsung - dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada

Pemimpin BLUD. : '
(3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan

yang disampaikan oleh pelamar. : S

: Pasal 8
| :(1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi admlmstras1 uji‘ tulis,
 seleksi LUI keterampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi. ' »
(2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi
- calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompeten31 tertentu untuk
melakukan pekerjaan.

Pasal 9
: ‘(1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasﬂ selek31 bagl‘ .
pelamar yang dlnyatakan lulus. '

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan medla

~ informasi yang ada di BLUD, media sosial, email peserta dan media
~ elektronik lainnya.
(3) Pengumuman sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) palmg sedikit bens1

a. informasi tempat melapor; :

b.jadwal melapor; dan .
c. batas waktu untuk melapor




- Pasal 10
(1) Pelamar yang dlnyatakan lulus seleksi diterima sebagal calon Pegawa1 Non
PNS, serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
(2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis,
pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dlnyatakan gugur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

: Pasal 11
(1) Pegawai Non PNS berhak menerima Gaji/upah, honorarium atau sebutan
lainnya dari BLUD sebagai imbalan Jasa yang sumber dananya dari
pendapatan BLUD. ;
(2) Besaran Gaji/upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS
» sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standarisasi
~ satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah. '
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagannana dlmaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

‘Pasal 12

(1) Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan BLUD
~ wajib:
a. melaksanakan pekerjaan dan permtah tugas dengan sebalk-balknya
sesuai kewenangannya; , :
'b.memelihara dan/atau menjaga keraha31aan, nama baik dan citra positif
BLUD; :
“c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertlb BLUD dan
d.menjunjung kehormatan dan martabat pemerintah serta instansi
tempat bekerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengena1 kewajiban sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin
BLUD dengan Pegawai Non PNS. '
(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ dapat
dikenakan sanksi adm1n1strat1f berupa: | |
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
-~ ¢. pemutusan hubungan kerja.
(4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
terdiri atas: -
a. peringatan pertama;
~ b. peringatan kedua; dan
c. peringatan ketiga. |
(5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dlatur dengan Peraturan Pemlmpm
BLUD. '




o
£ @

o 'status sebaga1 Pegawa1 Kontrak

3 .~ BABIV
KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 13

,Pegawal Non PNS berkedudukan sebagai Pegawa1 Non PNS BLUD UPI‘D |

Dinas Kesehatan ~ =
Pegawal Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)Z mer»npunyai‘ :

G | BAB \'2 |
MASA PERCOBAAN PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

Pelamar yang telah dlnyatakan lulus dan dltenma berdasarkan seleksi .

d1tetapkan sebaga1 Calon Pegawai Non PNS Wa_]lb menjalam masaf, :

. percobaan palmg lama 1 (satu) bulan.

S

: ';I;{eputusahk Pemimpiri BLUD.

_Selama masa percobaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Calon
':Pegawal ‘Non PNS dan BLUD dapat mengakhlrl hubungan kelja setlapﬂ

Sl ‘,~saat tanpa kompensa31 apapun.

“Pasal 15

’,Aj;f‘Pembmaan dan Penllalan Kexja Pegawa1 Non PNS da]am melaksanakan, o
‘ tugas pada un1t pelayanan yang dltunJuk d1tetapkan dengan Keputusan L
‘Pemlmpln BLUD : |

3 Pembmaan Pegawau Non PNS sebaga1mana d1maksud pada ayat ( )\’i
V\V‘menjad1 tanggung Jawab Pemlmpm BLUD yang dllaksanakan olehu~’ §
‘;,4"pejabat kepegawalan ‘ 7 Sl
rPembmaan Pegawai Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan, o
fayat (2) mehputl ' LI ; |
e ‘a pend1d1kan dan latihan yang berkaltan dengan tugas dan fungsmya d1 o

11ngkungan Daerah; dan

, b pembenan penghargaan dan sank31

_{WKetentuan leblh lanjut mengenai pembenan penghargaan dan sank31 i

"seba‘galma‘na dlrnaksud pada ayat (3) huruf b d1tetapkan dengan




e -BAB VI T
PEN GANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

i Baglan
Pasal 16

Pcngangkatan dan pemberhentlan Pegawai Ndn PNS datam dan dan tugas 5

e Adan / atau Jabatan dltetapkan dengan Keputusan Pemlmpm BLUD

: ‘,Pegawa1 Non PN S dlberhentlkan

Pasal 17

a dengan hormat

. ;peljanpan kexja (kontrak) tidak diperpanjang;

SIS TN w to .

telah mencapa1 batas usia pensiun;

= mengundurkan diri;
‘memnggal duma, dan

dalam masa percobaan t1dak menunjukkan klnerja sesua1 kuahﬁkasi S

il yang dltentukan
b, "dengan tidak hormat

£  1'-
2

_membenkan keterangan palsu atau dlpalsukan, Sl L i
i;mabuk menggunakan ‘narkoba, beljud1 d1 dalam dan/atau d1 luar
‘hngkungan kerja ST i :
. kmelakukan perbuatan asusﬂa di dalam dan/ atau di luar llngkungan/ g
kerja; - : " o |
. melakukan tlndak pldana i L
mengamaya dan/ atau berkelahi, menghma secara kasar atau it
: mengancam atasan dan /atau keluarganya teman sekelja d1 dalam‘v‘ |
_ dan/atau di luar lingkungan kerja; ’ ‘ A
7membujuk atasan teman kexja dan/atau orang lam untuk melakukan '
rsesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusﬂaan
. dengan sengaja atau ceroboh merusak, meruglkan atau memblarkan :
,dalam keadaaan bahaya barang dan/ atau fasilitas milik BLUD
'mencemarkan nama baik atasan, teman kerja dan BLUD - e
. menerima suap, komisi hadiah = atau gratlﬁka81 ~ dan/ ataﬁ, -

: menyalahgunakan jabatan untuk kepehtingan pr1bad1 dan/ atau plhak | o

' lain;

© 10.
~ resmi secara tertuhs dan telah dlpanggll secara tertuhs oleh pejabat ,

mangklr selama 5 (hma) han kelja berturut—turut tanpa keterangan;

kepegawalan 2 (dua) kah secara patut dan




11. menggunakan*dan/ atau memanfaatkan fasilitas BLUD uhtﬁk usaha
lain atau kepentmgan pnbadl baik d1 dalam maupun di luar Jam kerja

tanpa lzm yang sah dan pejabat yang berwenang

| %BAB VI

MASA KERJA

Sl : Pasal 18 | |

e :Masa kelja Pegawal Non PNS dlatur berdasarkan peljanjlan kexja dengan i |
i 31stem kontrak | |

 BABVII

BATASUSIA PENSIUN- '

Pasal 19

Batas u81a pensmn Pegawau Non PNS pada BLUD, sebaga1 berlkut

¥ ; ; Ca. fungsmnal beru31a 60 (enam puluh) tahun dan

- b non f‘mgSlOnal berus1a 58 (lima puluh delapan) tahun S

. BABIX |
PEMBIAYAAN

R Pasal 20 e g ;
Pemblayaan belanja untuk Ga_]l/ Upah honorarium atau sebutan lamnya
l Pegawa1 Non PNS dlbebankan pada anggaran BLUD. : '

BABX o
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN |

: : : Pasal 21 : L
2 1) Pem1mp1n BLUD ‘melakukan pengawasan dan pengendahan terhadapf
. Pegawai Non PNS mehputl : i
a. formasi;
b. penenmaan
c. seleksi; dan
oo d. pemberlan sanksi. ' f e
(2) Hasil pengawasan dan pengendallan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1); ’
~dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM. ' SR ey
(3) Pemimpin = BLUD  melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaanr o
| Peraturan Wali Kota ini dan berkoordmam dengan BKPSDM dan Baglan‘ o
Orgamsa31 Sekretanat Daerah , '

- BABXI
- KETENTUAN PERALIHAN




WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KES'EHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

WALI KOTA BALIKPAPAN

. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan
'yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan

efisien kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan
pegawai yang memadai baik dan segi jumlah, jenis
maupun kompetensinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota -

“tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri

Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Un1t Pelaksana

" Teknis Daerah Dinas Kesehatan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai-
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820}; ’

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9),




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "PERATURAN WALI KOTA TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN

~ PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 'BADAN
. LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
s »DINAS KESEHATAN

, ' BABI :
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

iDalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan i |
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
30
4

Daerah adalah Kota Balikpapan.

;D1nas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bahkpapan ,n
.'Badan Kepegawa1an dan Pengembangan Sumber Daya Manu31a yang ;
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawalan dan SR
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan. St
*Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BLUD adalah
;31stem yang dlterapkan oleh unit pelaksana teknis d1nas/ badan daerah
: ]dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyal S
~fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebaga1 pengecuahan dan ‘
~ iketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. : : g
‘Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya dlsebut RN B
_UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di hngkungan Dmas o
Kesehatan yang menerapkan BLUD. / -
v Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsebut o
- Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di hngkungan Dlnas Kesehatan yang?
' menerapkan BLUD. 5
Pegawa1 Non Pegawa1 Neger1 Sipil yang selanjutnya dlsebut Pegawa1 Non
- PNS adalah pegawa1 yang bukan berstatus Pegawai Negen Sipil, yang
\dlpekerjakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menenma 1mbalan =
- dalam bentuk lain. -
Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam Jumlah tertentu yang o
PR -dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD. ~ ’
0.

Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan d1nyatakan dalam

o bentuk uang sebaga1 1mba1an dan BLUD yang dltetapkan

Pasal 2

S | ,Pedoman pengelolaan Pegawalr Non PNS dalam Peraturan Wah Kota 1n1:"
Sl ,dlperuntukan bag1 UP’I‘D Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD ary

o BAB II TR
FORMASI PEGAWAI NON PNS

Baglan Kesatu
k. Umum o




Pasal3 , : : - ,

(1) BLUD UPI‘D Dlnas Kesehatan melaksanakan formas1 penerimaan dan .o
- seleksi Pegawai Non PNS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, :
dan fungsi BLUD. ' o : :

S (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawa1 Non PNS harus terleblh dahulu

o mendapat persetujuan formasi dari Dinas Kesehatan dan BKPSDM. .
‘ (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebaga1mana dlmaksud pada ayat '
4 (1) dlsusun dengan mempertlmbangkan : '

) a. Jenls dan sifat pelayanan yang diberikan;
b sarana dan prasarana yang tersedia; dan
C. uralan da.n peta jabatan (anallsls beban kerja). -

.Baglan Kedua
S Pengadaan

e e S ~ Pasal 4 ‘ R
. (1) Pengadaan Pegawa1 Non PNS dllakukan me1a1u1 tahap
' ' perencanaan ‘ o
pengumuman lowongan,

:pelamaran, L

‘seleksi;

pengumuman hasil selek31

~ f. masa percobaan; dan '

g pengangkatan

l*,-)’.o‘ a Lo | c‘m

Lol '(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh pamtla‘

- seleksi yang dlangkat dan diberhentikan oleh Pemlmpm BLUD. .
o (3) Tugas panitia seleksi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) mehputl 5 S
” “menyiapkan bahan ujian; : : : v
‘menentukan pedoman pemenksaan dan penllalan selek31
‘menentukan tempat dan jadwal seleksi; |
.'.5*menyelenggarakan seleksi; dan |
‘ memerlksa dan menentukan hasﬂ ujlan

o a 0 'P‘ '9>

2 ; , - Pasal 5 , :
i (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS dlsesualkan dengan kebutuhan' :
- BLUD UPI‘D Dinas Kesehatan. =

o (2) Kebutuhan Pegawai Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)1’27»;
d1h1tung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang»,' ‘

d11akukan masmg-masmg unlt pelayanan BLUD UPTD D1nas Kesehatan

: Pasal 6 : :
‘(1) Pengumuman lowongan Formas1 Pegawai Non PNS dllakukan secara ';,g':
 terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi. '
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan pahng’
- lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang
©a. jumlah dan j jenis lowongan jabatan; : i

b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setlap pelamar, VR

~ ¢. alamat dan tempat lamaran dltuJukan dan
d. batas Waktu pengajuan lamaran ' By




| ‘Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Seleksi
g (1) Setlap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempat1 Forma81 i
o Pegawal Non PNS harus memenuhl persyaratan mehputl ‘ el
A, Warga Negara Indone31a, , '
b berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat menda_ftar, ‘
‘c,., pend1d1kan sesuai formasi kebutuhan, :

: j,d.,tldak pernah d1hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan f;

L pengadﬂan ‘yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,*
-~ karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, : f e
e tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permlntaan send1r1
~  atau tidak dengan hormat sebagai pegawai; : v
, "f.;tldak berkedudukan sebaga1 calon . pegawal negerl 31p11 atau pegawal :
e ‘f‘:fnegen sipil; : :
e gi’mempunyal sertlﬁkat kecakapan, keahhan dan keterampﬂan yang
. diperlukan; o : o Sy
- h. berkelakuan ba1k
- i. sehat jasmani dan rohani; S ’
L j. bersed1a dltempatkan di setiap unit- kelja pada BLUD UPTD Dmas”"
g Kesehatan sesua1 dengan formasi yang dltentukan oleh p1mp1nan BLUD _
s | k syarat lain yang. d1tentukan dalam persyaratan Jabatan ‘ o :
) Pendaftaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dllakukan secara‘ ,
ffflangsung dan/atau mengirim berkas lamaran yang d1tuJukan kepada
S Pemlmpm BLUD. : , T ,
i (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan"
o yang dlsampalkan oleh pelamar : :

» Pasal 8 - >

| '(1) Seleks1 dllakukan melalui mekanisme ~seleksi admmlstra31 uji : tulis,' |
e selek31 UJI keterampilan, dan wawancara oleh pamtla seleksi. - -
o (2) Uji. keterampllan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagl, ;
. -calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompeten31 tertentu untuki
,; melakukan pekerjaan ‘ ~ : ~ s

' ‘ ' . Pasal 9 ‘ : . "
(1) Pem1mp1n BLUD menetapkan dan mengumumkan hasﬂ seleks1 bag1
 pelamar yang dinyatakan lulus. ~ e .

- ~(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media il -
- informasi yang ada di BLUD, media 3031al ema11 peserta dan medla' e

S (3) Pengumuman sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) palmg sedlklt beI'ISl :

elektromk lamnya ,

a. informasi tempat melapor
b. Jadwal melapor; dan :
C. batas Waktu untuk melapor ‘




~ Pasal 10 » S :

(1) Pelamar yang dlnyatakan lulus seleksi diterima sebaga1 calon Pegawa1 Non i
PNS, serta ‘wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang. -

(2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habls E
pelamar yang tldak melakukan pendaftaran ulang dlnyatakan gugur ‘

BAB III a
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11 -

(':1) f"Pegawal Non PNS berhak menerima Gaji/ upah honoranum atau sebutanf‘ -

f_;lamnya dan BLUD sebagai 1mba1an Jasa yang sumber dananya dari
- pendapatan BLUD. : '

(‘2) Besaran Gaji/upah, honorarium atau sebutan lamnya Pegawa1 Non PNS»' .

. '.';sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlsesualkan dengan standansa31
L satuan ‘harga barang dan jasa Pemerintah Daerah. - : :

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagalmana d1maksud S f

L , pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Pemlmpm BLUD

Pasal 12

| »:71('1’)5 'Pegawal Non PNS dalam melaksanakan tugasnya d1 llngkungan BLUD .
Wa_]lb ‘ : |

a. melaksanakan pekeqaan dan permtah tugas dengan sebalk—balknya ‘

~ sesuai kewenangannya,

”b memehhara dan / atau menJaga keraha31aan nama ba1k dan c1tra posmf 1

~  BLUD; i R
e C. mematuh1 dan menjalankan peraturan dan/ atau tata tertlb BLUD dan B
fd menjunjung kehormatan dan martabat pemenntah serta mstan31 g
: ~ tempat beker]a ' ~ . o
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajlban sebagmmana dunaksud pada aE
 ayat (1) ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Pemlmpm[v B
. BLUD dengan Pegawai Non PNS. . |
(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ‘dap‘atf,
f‘dlkenakan sanksi administratif berupa: : AT
S oa. teguran hsan :
b, teguran tertulis; dan / atau
: j - C. pemutusan hubungan kerja. oo
| ,'( ) Sanksi teguran tertulis sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf b
terdiri atas: e
, a. perlngatan pertama
b permgatan kedua; dan
' c. peringatan ketiga. ~ : S a
(5) Pemberian sanksi admmlstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
4 harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang - :
, (6) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara pembenan sanks1 adm1n1strat1f

sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) dlatur dengan Peraturan Pemimpin Ah

BLUD.




S

| ' BABIV f
KEDUDUKAN DAN STATUS

s Pasal 13
Pegawal Non PNS berkedudukan sebaga1 Pegawa1 Non PNS BLUD UPTD

- Dinas Kesehatan. S oy
Pegawal Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mempunya1 o

i 'status sebagal Pegawa1 Kontrak.

: dltetapkan sebagaJ Calon Pegawai Non PNS Wajlb menjalam masa

o

e tugas pada unit pelayanan yang dltunjuk dltetapkan dengan Keputusan 1

 MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN .

: Vi Pasal 14 v o
Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan dltenma berdasarkan seleks1/‘

percobaan pallng lama 1 (satu) bulan.

Selama masa percobaan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ), Calon‘ i
. f,Pegawal Non PNS dan BLUD dapat mengakhm hubungan kexja setlap‘ S

‘saat tanpa kompensa31 apapun.

Pasal 15

'Pemblnaan dan Pemlalan Kelja Pegawai Non PNS dalam melaksanakan :

o Pemlmpln BLUD

@

Pembmaan Pegawa1 Non PNS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)~ o

o . ‘,',~menjad1 tanggung Jawab Pemimpin BLUD, yang dllaksanakan oleh,

‘ '(3);

pejabat kepegawalan

Pembmaan Pegawai Non PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ‘

- ayat 2) meliputi:

- g ’a pendldlkan dan latlhan yang berkaltan dengan tugas dan fungsmya d1 :

R e Keputusan Pemi'mpin BLUD.

llngkungan Daerah dan

b. pembenan penghargaan dan sank31

. Ketentuan leb1h IanJut mengena1 pemberlan penghargaan dan sank81

fsrebragalman‘a dimaksud pada ayat (3) huruf b dltetapkan denganu




PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN e

Bagian o
Pasal 16

: ; 'Pengangkatan dan pemberhentlan Pegawal Non PNS dalam dan dan tugas

:‘ . jdan / atau Jabatan dltetapkan dengan Keputusan Pemlmpm BLUD

: f 'Pegawal Non PNS dlberhentlkan '
T a dengan hormat |
Sy |
o per_;anjlan kerja (kontrak) tidak dlperpanjang,

m AW w

Pasal 17

f}telah mencapal batas usia pensiun;

,mengundurkan dm
'menlnggal dunla, dan . : U
dalam masa percobaan t1dak menunjukkan klnetja sesua1 kuahﬁkaslﬂ*; | v
SR R ;yang dltentukan . ‘ ,
b. ‘dengan tidak hormat
g
*jhngkungan kexja, L

memberikan keterangan palsu atau dlpalsukan, ;.

f‘mabuk menggunakan narkoba, bexjudl di dalam dan/ atau d1 luar i !

. melakukan perbuatan asusﬂa di dalam dan / atau d1 luar 11ngkungan
f kerja, 7 } B : :
. .»melakukan tmdak p1dana

. menganiaya dan/ atau berkelahi, menghina secara | kasar ‘atau

i 14mengancam atasan dan /atau keluarganya, teman sekelja d1 dalam‘

- dan/atau di luar lingkungan kerja;

membujuk atasan teman kerja dan/atau orang 1a1n untuk melakukan S

: “sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusﬂaan ‘ :
. ‘,dengan sengaja atau ceroboh merusak, meruglkan atau memblarkan e

, dalam keadaaan bahaya barang dan/ atau fasilitas m111k BLUD

mencemarkan nama baik atasan, teman Kkerja dan BLUD;

.Pmenenma : suap,' kom131 hadiah atau  gratifikasi, dan/ atau.jf,

;menyalahgunakan Jabatan untuk kepentmgan pr1bad1 dan / atau plhak :

10,

- resmi secara tertulls dan telah dlpanggll secara tertuhs oleh pejabat l

mangklr selama 5 (llma) han kelja berturut—turut tanpa keterangan’ |

kepegawalan 2 (dua) ka11 secara patut dan T




11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD untuk usaha
lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar Jam kerja

tanpa izin yang sah dan peJabat yang berwenang.

BAB VI
MASA KERJA

‘Pasal 18

Masa kelja Pegawa1 Non PNS diatur berdasarkan pexjanjlan kelja dengan

sistem kontrak

BAB VIII
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 19

‘ Bafas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD, sebagai berikut:‘
" a. fungsional, berusia 60 (enam puluh) tahun; dan

~ b.non fungsional, berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20 :
' Pembiayaan belanja untuk Gaji/Upah, honorarium atau sebutan 1a1nnya
~ Pegawai Non PNS dlbebankan pada anggaran BLUD. ~

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21
(1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendahan terhadap
- Pegawai Non PNS, meliputi:
a. formasi;
b. penerimaan;
c. seleksi; dan
d. pemberian sanksi.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM. _ , ' o
(3) Pemimpin - BLUD " melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan - -
Peraturan Wali Kota ini dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Baglan )
Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB XI
: KETENTUAN PERALIHAN




_ Pasal 22 . ; .
Pegawai Non PNS yang telah ada berdasarkan surat perjanjian kerja sebelum -
berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai
dengan berakhirnya kontrak. | e

~ BABXII
KETENTUAN PENUTUP

RS e : . Pasal 23 , ‘ :
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| Agar. setiap orang "mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.
" Ditetapkan di Balikpapan |
pada tanggal 28 Januari 2019
- WALI KOTA BALIKPAPAN, '
ttd R

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

" SAYID MN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 8

 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
v LN V
"a
DAUD PARADE

NIP 196108061990031004




